
 

 
 

 
 
 

BUPATI GUNUNG MAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  

 

NOMOR 10 TAHUN  2013 
 

T E N T A N G 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  

KABUPATEN GUNUNG MAS   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI GUNUNG MAS, 

 
 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri  Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 

Terpadu di Daerah perlu untuk disesuaikan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a,  perlu ditetapkan pengaturannya 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas. 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 

Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia                  Nomor 
4180); 

 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan    Undang-Undang       Nomor   12  Tahun 2008  
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tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Perijinan Terpadu. 
  

    
Dengan  Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN  GUNUNG MAS 

 
dan 

 
BUPATI GUNUNG MAS 

 
 

MEMUTUSKAN   : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN 
TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Tahun 2008  Nomor 98), diubah sebagai berikut  : 
 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 
: 

 
 

Pasal 4 
 

(1)  Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang 
perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian 
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),              

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi   : 
 

a. Penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; 

b. penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinanan; 

c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; 

d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan;  

 

2. Ketentuan Pasal 5 dan 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 
 

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan 

menandatangani perijinan atas nama dan dengan pendelegasian  dari 
Bupati sebagai pelimpahan kewenangan dari Kepala Satuan kerja 

Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. 
 

(2) Pendelegasian sebagai pelimpahan kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

  
Pasal 6 

 
Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri atas  : 

 
a.  Kepala Kantor; 
 

b.  Sub Bagian Tata Usaha; 
 

c.   Seksi-Seksi, terdiri dari  : 
 

1. Seksi Pelayanan; 

2. Seksi Pengolahan Dan Pelaporan; 

3. Seksi Informasi Dan Pengaduan; 

 

d. Tim Teknis; 

 
e.   Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunung Mas 
 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2013               

 
BUPATI GUNUNG MAS, 

 
ttd 

 
                     HAMBIT BINTIH 

 

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 10 Desember 2013             

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN GUNUNG MAS, 
 

ttd 

 
KAMIAR 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN  2013  NOMOR 
198 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
 

 
MURIE, SH 

NIP. 19670712 199302 1 005 



LAMPIRAN    : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS   
NOMOR 10 TAHUN 2013 
TANGGAL 10 DESEMBER 2013    

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GUNUNG MAS 
 

 
     

 
     

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                           

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                BUPATI GUNUNG MAS 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                               ttd 

 

 

     HAMBIT BINTIH  

 

KEPALA KANTOR 

 

SUB BAGIAN  
TATA USAHA    

        
 

SEKSI 
INFORMASI DAN 

PENGADUAN 
  
 
   
   
   
 

          

        
 

SEKSI  
PENGOLAHAN DAN 

PELAPORAN 

 

 
        
 

 

SEKSI 
PELAYANAN 

 
 
 
   
   

   

 

       

        
 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        

        

        

        

 

TIM  

TEKNIS 


